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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPTSPD/IPN/ 5p /vill/2025

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PARIWISATA MANADO
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 10 MANADO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas menjadi
Sekolah Menengah Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah daerah atau masyarakat, yang didasarkan atas
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, dan atas
suatu Perencanaan Pengembangan Pendidikan secara Lokal,
Regional dan Nasional;

b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Perubahan
Nomenklatur bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri Pariwisata Manado menjadi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) 10 Manado adalah merupakan kewenangan dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Perubahan Nomenklatur
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pariwisata Manado
menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Manado.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
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MENETAPKAN
KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor : 244/M/2024 Tanggal 10 Juni 2024
Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum
Merdeka;

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Utara.

1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri Pariwisata Manado Nomor
0107/421/SMKNPAR/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025;

2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-05/318/VIIf2025 tanggal 31
Juli 2025.

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Perubahan Nomenklatur kepada :

Nama Satuan Pendidikan . Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Pariwisata Manado
Alamat : Jalan Pameran, Kelurahan

Kairagi II, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado

NPSN : 70005761

Nomor Pokok Wajib Pajak : 00.139.339.6-821.000
Perubahan Nomenklatur : Sekolah Menengah Kejuruan
Menjadi (SMK) Negeri 10 Manado
Alamat : Jalan Pameran, Kelurahan

Kairagi II, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado
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Nomor Pokok Wajib Pajak : 00.139.339.6-821.000

Kepemilikan Tanah + Sertifikat dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Manado Nomor
01482/KAIRAGI DUA/2022
terletak di Desa/Kelurahan
Kairagi Dua Kecamatan
Mapanget Kota Manado.

KEDUA : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagalmana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau
peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulls;

b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar,
penerimaan peserta didik baru danfatau bantuan/fasilitasi yang
bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Pengurusan Izin Perubahan Nomenklatur ini tidak dipungut biaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado
Pada Tanggal . 27 Aguthw 2025
an. GY ERNU ULAWESI UTARA

MWSO‘

[ lF:Uu" A
: |TUF4|I'.|
q -

NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yeh, :

R ol ol o

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
Gubernur Sulawesi Utara;

Wakil Gubernur Sulawesi Utara;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Walikota Manado;
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
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